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Menimbang:

DBNGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG'

bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di Daer"n,I*g
seiaras dengan pembangunan nasional, perlu adanya

sinergitas prr.n.u!."*--1i.ogru* kerja tahunan melalui

Rencana l{erja Pemerintah Daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nonior 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

Reicana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diatur dajam

Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Semesla

Berencana Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tasbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
165s) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2QO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undarg Nomor 12 Tahun 201I tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor i43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubair beberapa kali,
teralchir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2422
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Ncgara Republil<
Indonesia Nomor 6757]';

Peraturan Pemerintah Nomor B Tairun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republil< Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
l,embaran Negara Republil< Indonesia Nomor aBiT);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20lB Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repub[k
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2A19 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 l5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahttn 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, I(odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah iBerita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447\;

13.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178l);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bl Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta

Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Ba[i Tahun 20i9 Nomor 2, Tambahan lrmbaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

16, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka N'lenengah Daerah

Semesta Berencana Provrnsi Bati Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah l(abupaten Badung Tahun 2005 - 2025
(l.embaran Daerah l(abupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);

lB. Peraturan Daerah l(abupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah
(l,embaran Daerah Kabupaten Badung Tahur: 2016 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

19, Peraturan Daerah l(abupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangl<a Menegah Daerah
Semesta Berencana l(abupaten Badung Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah I(abupaten Badung Nomor 4);

2l.Peraturan Gubernur Baii Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Semesta Berencana
Provinsi Bali Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun
2022 Nomor 31);

MEMUTUSION :

McnEtapKan : PERATURAN BUPATI TBNTANG RENCANA KERJA PEMERJNTAH
DAEMH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah'
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5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta

Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta

Berencana iaatafr dokumen percncanaan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuk sampai dengan

berakhirnya masa jabatan BuPati.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah semesta Berencana yang

selanjutnya 
- disebut RKPD semesta Berencana adalah

dokuhen-perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun'

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjuLnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Peringkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun'

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I'ang selanjutnya- 
alsligkat APBD'adalah rencana keuangan tahunan daerah

yattg,iitetapkan dengan Peraturan Daerah'

9. Kebijakan Umum Anggaran Penclapatart clan Belanja Daerah

yang selanjutnya disiri{kat KUA -ad.alah 
dokumen yanB memuat

teUfiakan "Uiau"g peniapatan' belanja .a"l,p-,bjayaan 
serta

asumsr yattg -"idasarinya untuk periode 1 (satu) tahun'

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnl'a--t 
airirrg[at PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal .r,gg"ilr,'l^"[ Jiu";rtan itepada Peringkat Daerah

untuk setiaf'prog.Ltn sebagai acuan dalarn penyusunan

Rencana f"nu iu"'A"ggu,un S-atuan Kerja Perangkat Daerah'

(1)

(2\

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMDSTA BERENCANA

Pasal 2

RKPD semesta Berencana merupakan penjabaran dari RPJMD

Semesta Berencana yang memuat rancangan kerangka

.t ono*i Daerah, prioritls pembangunan Daerah- .serta
rencana kerja dan p"nAuttuut' untuk jangka rvaktu I (satu)

tahun yang disus"tt'J"ngutt berpedomin pada Rencana Kerja

Pemerintah dan progtam strategrs nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat"

Sistematika RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud

pia^ 
^y^a 

(1) clisusun sebagai benkut :

Bab I, Pendahuluan'

Bab IL Gambaran Umum Kondisi Daerah'

Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah'

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah'

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah'

Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'

Bab WI. Penutup'

RKPD Semesta Berencana sebagaimanij:i::tf"1,1T,ffjxo' irflS,.lTfi'Hdffili1{r T,"'e 
ru p akan b a gian ti d a k

i"i"r="'rtr.Jil; Peraturan Bupati ini'
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Pasal 3

Dokumen RKPD Semesta Berencana sebagairnana dimaksud

dala.m Pasal2 diPergunakan untuk :

a. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunatr

Rancangan APBD; dan

b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan

iatca.gatt Renja Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
plraturan'eupati-ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Badung.

PRASTA

KABUPATEN BADUNG'

ARNAWA

BERITA IGBUPATEN BADUNC TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

NIP. 19720510 1,999031 008

Drp,ndai denqan CarnScanncl

di ManguPura
4 Juli 2022


